PROVINSI JAMBI

PERATURAN BUPATI BUNGO
NOMOR 16 TAHUN 2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2022 TENTANG
PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN KINERJA, RENCANA AKSI,
PENGUKURAN KINERJA, PELAPORAN KINERJA, DAN TATA CARA REVIU ATAS
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BUNGO
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUNGO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyusunan Perjanjian Kinerja,
Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja
dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah
Daerah, maka diperlukan pedoman penyusunan

laporan dimaksud;

b. bahwa agar dapat mengorganisasikan dengan baik
kompleksitas Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara
Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah dan
pesatnya kemajuan teknologi diperlukan penyesuaian
dalam evaluasi atas implementasi sistem akuntabilitas

kinerja instansi pemerintah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan hurul D, perlu
menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas
Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2022 tentang
Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Rencana Aksi,
Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara

Reviu Atas Laporan Kinerja Pemerintah Daerah;
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Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang
Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten Dalam
Lingkungan Provinsi Sumatera Tengah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah
Tingkat II Sarolangun Bangko dan Daerah Tingkat II
Tanjung Jabung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1965 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2755);

Undang-Undang Nomor Nomor 30 Tahun 2014 tentang
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2014 nomor 292, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana
telah diubah dengan undang-undang nomor 11 tahun
2002 tentang Cipta kerja (Lembaran Negara Republik
Indonesia tahun 2020 nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

Peraturan Pemerintah nomor 8 tahun 2006 tentang
Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 4614);

Peraturan Presiden nomor 29 Tahun 2014 tentang
Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 80);

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur
Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014
Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan
Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 1842);

Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2016
Nomor 5) sebagaimana telah beberapa kali diubah
terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2022



Menetapkan

tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor
5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan

Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bungo
Tahun 2022 Nomor 6);

Peraturan Bupati Nomor 27 Tahun 2022 tentang
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Bagan
Struktur Inspektorat Daerah Kabupaten Bungo (Berita
Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor 27).

MEMUTUSKAN:

PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 37 TAHUN 2022
TENTANG PEDOMAN PENYUSUNAN PERJANJIAN
KINERJA, RENCANA AKSI, PENGUKURAN KINERJA,
PELAPORAN KINERJA, DAN TATA CARA REVIU ATAS
LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUNGO.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 37
Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian
Kinerja, Rencana Aksi, Pengukuran Kinerja, Pelaporan
Kinerja, Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja
Pemerintah Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bungo (Berita Daerah Kabupaten Bungo Tahun 2022 Nomor
37) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Diantara angka 15 dan angka 16 pasal 1 disisipkan 1
(satu) angka, yakni angka 15a, schingga pasal 1
berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bungo.

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah yang
memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi daerah otonom.

3. Bupati adalah Bupati Bungo.
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Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD
adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan
daerah.

Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang
selanjutnya disingkat APIP adalah aparat yang
Diberi tugas, wewenang dan hak secara penuh oleh
pejabat yang berwenang untuk melaksanakan
kegiatan yang sesuai dengan profesinya dalam
rangka mendukung kelancaran tugas dan fungsi
inspektorat daerah.

Perjanjian kinerja adalah lembar/dokumen yang
berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang
lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih
rendah untuk melaksanakan
program/kegiatan/sub kegiatan yang disertai
dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Pemerintah Daerah adalah
lembar atau dokumen yang berisikan janji Kepala
Daerah untuk mewujudkan target kinerja dalam
rangka mencapai target kinerja jangka menengah
seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen
perencanaan yang disertai dengan indikator kinerja.
Perjanjian Kinerja Perangkat Daecrah adalah lembar
atau dokumen yang berisikan penugasan dari
Kepala Daerah kepada pimpinan Perangkat Daerah
untuk melaksanakan sasaran Perangkat Daerah
yang disertai dengan indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
setara Eselon II non Kepala Perangkat Daerah
adalah lembar atau dokumen yang berisikan
penugasan dari Kepala Daerah/ Kepala Perangkat
Daerah kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama
setara Eselon II non Kepala Perangkat Daerah
untuk melaksanakan sasaran yang disertai dengan
indikator kinerja.

Perjanjian Kinerja Administrator setara Eselon III

adalah lembar atau dokumen yang berisikan
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penugasan dari Kepala Perangkat Daerah
kepada Administrator setara Eselon III untuk
melaksanakan program yang disertai dengan
indikator kinerja program.
Perjanjian Kinerja Administrator setara Eselon III
Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah lembar atau
dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala
Perangkat Daerah kepada Administrator setara
Esclon III Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk
melaksanakan sub kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja sub kegiatan.
Perjanjian Kinerja Pengawas setara Eselon IV
Kepala Unit Pelaksana Teknis adalah lembar atau
dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala
Perangkat Daerah kepada Pengawas setara Eselon
IV Kepala Unit Pelaksana Teknis untuk
melaksanakan sub kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja sub kegiatan.
Perjanjian Kinerja Pengawas setara Eselon IV
adalah lembar atau dokumen yang berisikan
penugasan dari Administrator setara Eselon III
kepada Pengawas setara Eselon IV untuk
melaksanakan sub kegiatan yang disertai dengan
indikator kinerja sub kegiatan.
Perjanjian Kinerja Koordinator adalah lembar atau
dokumen yang berisikan penugasan dari Kepala
Perangkat Daerah kepada Koordinator kelompok
substansi tertentu untuk melaksanakan program
yang disertai dengan indikator kinerja program.
Perjanjian Kinerja Sub Koordinator adalah lembar
atau dokumen yang berisikan penugasan dari
Administrator setara Eselon III atau Koordinator
kepada Sub Koordinator Kelompok Subtansi
Tertentu untuk melaksanakan sub kegiatan yang
disertai dengan indikator kinerja sub kegiatan.
Verifikator ~adalah  Pendamping Perangkat
Daerah/Unit Kerja yang mengampu tugas
pendampingan penyusunan Perjanjian Kinerja dan

melaporkan Perjanjian Kinerja kepada Bupati.
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16. Rencana Aksi atas Kinerja yang selanjutnya disebut
Rencana Aksi adalah dokumen perencanaan kinerja
pada tahun bersangkutan yang merupakan
penjabaran lebih lanjut dari Perjanjian Kinerja.

17. Pengukuran Kinerja adalah proses sistematis dan
berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan
kegagalan dari perjanjian kinerja yang telah
ditetapkan.

18. Laporan Kinerja adalah bentuk akuntabilitas dari
pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan
kepada setiap instansi pemerintah untuk
mempertanggungjawabkan  keberhasilan  atau
kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi
organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran
yang telah ditetapkan

19. Reviu adalah penelaahan atas laporan Kinerja
untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah
menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat,
dan berkualitas.

2. Ketentuan Pasal 8 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni
ayat (6), sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

(1) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon Il
non Kepala Perangkat Daerah terdiri atas:
a. Staf Ahli; dan
b. Asisten Sekretariat Daerah.

(2) Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon Il
non Kepala Perangkat Daerah menyusun
Perjanjian Kinerja Pejabat Pimpinan Tinggi
Pratama setara Eselon Il non Kepala Perangkat
Daerah paling lambat 1 (satu) bulan setelah
anggaran pendapatan dan belanja daerah
ditetapkan.

(3) Dalam penyusunan Perjanjian Kinerja
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus

memperhatikan:
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a. rencana pembangunan jangka menengah
daerah; dan/atau

b. dokumen anggaran pendapatan dan belanja
daerah.

(4) Perjanjian Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) memuat pernyataan dan lampiran
formulir yang berisi sasaran strategis, indikator
kinerja, dan target kinerja.

(5) Format pernyataan dan lampiran formulir Pejabat
Pimpinan Tinggi Pratama setara Eselon II non
Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran IIl yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari
Peraturan Bupati ini.

(6) Terhadap  perjanjian Kinerja  sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilakukan pendampingan
terlebih dahulu.

3. Ketentuan pasal 24 ayat (2) diubah, ayat (3) dihapus,
serta ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (6),
sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

(1) Pengukuran Kinerja dilakukan terhadap
perjanjian kinerja yang telah ditetapkan dengan
membandingkan antara capaian kinerja dengan
target kinerja.

(2) Pengukuran Kinerja sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dilakukan minimal 1 (satu) kali dalam
setahun yang dilaksanakan oleh Kepala Perangkat
Daerah dan dilanjutkan proses reviu oleh Tim
Pengukuran Kinerja Kabupaten Bungo dengan
anggota paling sedikit Perangkat Daerah atau Unit
Kerja yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan di bidang:

a. perencanaan;
b. keuangan;

c. pengawasan,;
d

. akuntabilitas kinerja;

e. Pengadaan ....... vevees =8-
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e. pengadaan barang/jasa; dan
f. administrasi pembangunan.

(3) Dihapus.

(4) Pengukuran Kinerja harus dimonitor
pencapaiannya secara berkala dan dimanfaatkan
dalam pengarahan dan  pengorganisasian
kegiatan.

(5) Bentuk format Pengukuran Kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum
dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

(6) Pengukuran kinerja dapat dilakukan
menggunakan bantuan Teknologi
Informasi/Aplikasi.

Ketentuan pasal 27 diubah, sehingga berbunyi
sebagai berikut:

Pasal 27

(1) Perangkat Daerah menyusun Laporan Kinerja
Perangkat Daerah setiap triwulan.

(2) Kepala Perangkat Daerah menyusun Pedoman
atau Standar Operasional Prosedur Penyusunan
Laporan Kinerja beserta Pengumpulan Data dan
Pengolahan Data Kinerja dan menetapkan Tim
Penyusun Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

(3) Kepala Perangkat Daerah bertanggung jawab atas
kebenaran dan ketepatan waktu penyampaian
Laporan Kinerja.

(4) Laporan Kinerja yang sudah ditandatangani
Kepala Perangkat Daerah dilaporkan kepada
Bupati Bungo melalui Perangkat Daerah atau
Unit Kerja yang menyelenggarakan urusan
pemerintahan dibidang akuntabilitas Kkinerja
dengan tembusan Inspektorat paling lambat 1
(satu) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

(5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilengkapi dengan lampiran sebagai berikut:

a. perjanjian............. -9-
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(1) perjanjian kinerja; dan
(2) dokumen lain yang dianggap perlu.

(6) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) tercantum dalam Lampiran XII yang
merupakan bagian tidak terpisahkan dari

Peraturan Bupati ini.

Pasal Il
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan

penetapannya dalam Berita Daerah Kabupaten

Bungo.
Ditetapkan di Bungo
,I.a.nggal 5 Juli 2023
SEKDAKAS, BUNGO
f BUPATI BUNGO,
Dm/ S0, MM
. MASHURI

Diundangkan di Bungo
pada tanggal 2023
SEKRETARIS UPATEN BUNGO,

MURSIDI
BERITA DAERAH KABUPATEN BUNGO TAHUN 2023 NOMOR



